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PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR &! TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang :a.

Mengingat : 1.

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan

-Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini

Tahun 2018, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diubah; '

bahwa berda sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



R

10.

11.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 207);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun
2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
603);

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2014 Nomor 56);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Bab IV dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2016 Nomor 21} sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
Nomor 14) diubah sehingga ketentuan Lampiran Bab IV menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peratutan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 vy 8014

A(. BUPATI SUMBAWA,

)Wa M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Wiei %019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR &{ TAHUN 2019
TENTANG |

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN

OPERASIONAL

DANA BANTUAN
PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI

BABIV

PENGGUNAAN DANA DAK NONFISIK BOP-PAUD

. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD di Satuan pendidikan yang
menyelenggarakan PAUD harus didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran
Sekolah (RKAS) PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan
komponen kegiatan-kegiatan berikut:

Komponen

Penggunaan

Keterangan

Kegiatan
Pembelajaran
dan Bermain

. Bahan pembelajaran peserta didik

yang dibutuhkan sesuai dengan
kegiatan dan tematik (minimal 45 %);

. Penyediaan Alat Permainan Edukatif

(APE) (maksimal 40%);

. Penyediaan alat mengajar bagi

pendidik (maksimal 15%j}.

(Minimal 50%}

Kegiatan
Pendukung

. Penyediaan makanan tambahan;
. Pembelian alat-alat Deteksi Dini

Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian
obat-obatan ringan, dan isi kotak
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
{P3K);

. Kegiatan pertemuan dengan orang

tua/wali murid (kegiatan parenting);

. Memberi transport pendidik dan/atau
. Penyediaan buku administrasi.

(Maksimal 35%)

Kegiatan
Lainnya

. Perawatan sarana dan prasarana,
. Dukungan penyediaan alat-alat

publikasi PAUD;

. Langganan listrik, telepon/internet,

ailr,

(Maksimal 15%)
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B. SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Penggunaan dana dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta, pemerintah kabupaten/kota dan sumber lain yang didapatkan oleh
Satuan pendidikan penyelenggara PAUD dapat digunakan untuk memenuhi
kekurangan biaya operasional yang belum tertuang dalam RKAS.

C. LARANGAN PENGGUNAAN DAK NONFISIK DANA BOP PAUD

DAK Nonfisik BOP PAUD yang diterima oleh Satuan PAUD atau Satuan
Pendidikan Non formal tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1

9.

. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2.
3.

Dipinjamkan kepada pihak lain;

Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan PAUD atau
Satuan Pendidikan Non Formal antara lain, studi banding, karya wisata
dan sejenisnya,

.Membayar iuran Kkegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana

teknis daerah kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak
lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/pendidik yang
ikut serta dalam kegiatan tersebut;

-Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi pendidik/peserta didik untuk

kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik
miskin;

. Digunakan untuk rehabilitasi gedung;

. Membangun gedung/ruangan baru;

Pembelian barang fisik seperti laptop, computer, printer, tape recorder,
LCD proyektor dan sebagainya;

Pembelian mebel;

10.Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat

11.

12.

13.

atau Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau pemerintah
kabupaten/Kota secara penuh;

membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan
operasional Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non formal, misalnya
membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional, upacara
keagamaan/acara keagamaan, iuran organisasi, dan lain sebagainya;

membiayai kegiatan dalam rangka, mengikuti
pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program DAK Nonfisik BOP
PAUD/perpajakan program DAK Nonfisik BOP PAUD yang
diselenggarakan Satuan Pendidikan Non formal di luar satuan kerja
perangkat daerah pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan Kementenan
Pendidikan dan Kebudayaan;

membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang
mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, suku, agama, dan
ras;

(o




14. Membiayai keperiuan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh

Satuan Pendidikan Penyelenggara PAUD; dan
15. Dilarang melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu
kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP PAUD.

{ BUPATI SUMBAWA,

V M. HUSNI DJIBRIL




